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A SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dan nomenklatur

yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah Berkah perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglag
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah
Sakit Umum Daerah Berkah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



4.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6659);

. Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman

Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Berkah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BERKAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Berkah (Berita Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

R

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
Bupati adalah Bupati Pandeglang.
Bupati sebagai pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Berkah.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang selanjutnya disingkat RSUD
Berkah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang.

Direktur adalah Pemimpin RSUD Berkah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
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22.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya.

Pejabat pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) adalah Suatu produk
hukum yang merupakan anggaran rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik
rumah sakit atau yang mewakili.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitasi.

Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu
rawat jalan, asuhan keperawatan, gawat darurat, rawat intensif, kamar
operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-
lain.

Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien
oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan
memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter
gigi spesialis terdiri dari Staf Medik Struktural dan Staf Medik Fungsional.

Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah dokter, dokter
gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu
maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

Unit kerja adalah tempat staf administrasi, staf medis, profesi kesehatan dan
profesi lainnya untuk menjalankan profesinya, yang dapat berbentuk
instalasi, unit dan lain-lain.

Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan
keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan
dan tugas tertentu.

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola
klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga
profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi
medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis
untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan
rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan
penugasan klinis (Clinical Appointment).

Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur rumah
sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah
ditetapkan baginya.
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(1)

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan
kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).

Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah
memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan
pemberian kewenangan klinis tersebut.

Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu
pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam
medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI perangkat rumah
sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal
dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility)
dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
BLUD-RSUD.

Instalasi-Instalasi adalah unit kerja penyelenggara pelayanan fungsional dan
atau pendukung pelayanan di rumah sakit dengan mengelola sumber daya
di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan dan target kinerja
yang ditetapkan Direktur.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Tenaga Non ASN yang selanjutnya Tenaga Non ASN adalah pegawai Non
PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja,
Sukarelawan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan
pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh Direktur.

Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh Direktur sesuai
dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh Direktur
dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan
kedudukannya.

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 14A,
Pasal 14B dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, harus
seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan
kualifikasi serta standar kompetensi jabatan melalui proses rekruitmen dan
seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus.

Pasal 14B

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (4) harus
dimiliki oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (4) didapat
melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai
dengan bidang pekerjaannya.

Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (4) harus
dimiliki oleh Direktur dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan jabatan dan kedudukannya.

Pasal 14C
Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B ayat (1) meliputi:

a. integritas;

o

. kepemimpinan;

c. perencanaan;

d. penganggaran;

€. pengorganisasian;
f. kerjasama; dan
g. fleksibel.

Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B ayat (2)
meliputi:

a. orientasi pada pelayanan;

b. orientasi pada kualitas;

c. berpikir analitis;

d. berpikir konseptual,

e. keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional; dan
f. inovasi.

Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B ayat (3)
meliputi:

a. pendidikan;
b. pelatihan; dan/atau

c. pengalaman jabatan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI PANDEGLANG,
CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 52
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SE’I‘DA KABUPATEN PANDEGLANG,
' #
o
JI'H-L‘-J !
M.MURYANTO,SH
Nip. 19661005 200212 1 003
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